KEPALA DESA PETUNG
KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PETUNG
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PETUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PETUNG

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) telah membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun

Anggaran 2023;

b.  Keputusan Camat Pageruyung Kabupaten Kendal Nomor : 140/25 /2022
tanggal 26 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Petung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran 2023 Desa Petung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal;

c. Keputusan BPD Desa Petung nomor 500 /13/BPD Ptg tanggal 19
Desember 2022 tentang Persetujuan Rancangan APB Desa Petung Tahun
Anggaran 2023.

d.  Keputusan Bersama BPD Petung dengan Pemerintah Desa Petung tanggal
19 Desember 2022 tentang Rancangan APBDesa Mororejo Tahun
Anggaran 2023.

e.  Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, ¢ dan huruf d

diatas Pemerintah Desa Petung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal

perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa) Desa Petung Kecamatan Pageruyung Kabupaten

Kendal Tahun Anggaran 2023;

Menimbang

P

Aengingat : 01  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

02 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

03 Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, Dan 15 Tahun 1950 dan
Hal Pembentukan Daerah-daerahKabupatenDiJawa Timur/Tengah/Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1976 No 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4079);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57. Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 57);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 No 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199); .
Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2094);
Pcrat)u.ran Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor | Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
158); .
Perzmmn Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata .temb dan
Mekanisme Pengambilan Keputusan h;l;x;{awarah Desa (Berita Negara
ublik Indonesia Tahun 2015 Nomor g :
Il}::;turan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang ngal::is;
Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indon
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Tahun 2015 Nomor 2037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 2016 Tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No.
53),

Pcr}'aluran Menteri  Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No.
1037);

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang
Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 No. 1100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 537); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan No.225/PMK.07/2019 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Keuangan WNo.50/PMK.07/2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203 );

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 960);

Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor
190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor )

Peraturan  Menteri  Keuangan nomor 201/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri
Desa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (SKB 4 Menteri Terkait Padat Karya
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Tunai) Nomor 1408698 Tabun 2017, Nomar Y5AKMEYTI0NVT, Momer
116 Tahun 2017 dan Nomor : OVBEB/MPPNN22017T  Temang
Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Perceputan Velaksannan Undang:
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang, Desa;

47  Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomaor 6 ‘Tabun 2020 Tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah 1esa 121 Vroving Jaws
Tengah (Berita Dacrah Provinai Jawa Tengah 'V ahun 2000 Nemnor 6,

48  Peraturan Daernh  Kabupaten Kendal Momar | Tahun 2016 temtang
Penctapan Desa i Kabupaten Kendal (1embaran Daerah  Vabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor | Seri 1) No, |, Tambahan |embaran [acrah
Kabupaten Kendal Nomor 152,

49  Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomaor 6 'Tahun 2016 temtany Urisan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerimahan Daerah Kabupaten
Kendal (Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Tabun 2016 Nemaor 6 Seri 1
No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomar 157),

50  Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 201% Temang,
Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2018 Nomor 20);

51  Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal Nomor Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah  tahun  Anggaran 2023
(Lembaran Dacrah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor ),

52 Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Temang Pengelolaan
Keuangan Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 16 Seri E No 15);

53  Peraturan Dacrah Kabupaten Kendal nomor 09 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Kabupaten Kendal Tzhun
Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022

54  Peraturan Bupati Kendal nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2023 tanggal
30 Desember 2022

55  Peraturan Desa Petung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa Petung (Lembaran Desa Petung Tahun
2017 Nomor 1);

56  Peraturan Desa Petung Nomor 02 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa
Petung (lembaran Desa Petung nomor 03 tahun 2019)

57  Peraturan Desa Petung Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Desa Petung Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Desa Petung
nomor 03 );

58  Keputusan Camat Pageruyung Kabupaten Kendal Nomor : 140/25 /2022
tanggal 26 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Petung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun
Anggaran 2023 Desa Petung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PETUNG
Dan
KEPALA DESA PETUNG

MEMUTUSKAN

Menctapkan ¢ PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA PETUNG TAHUN ANGGARAN 2023
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PETUNG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut

1. Pendapatan Desa Rp 1.841.036.006,00
2. Belanja Desa Rp 1.801.036.006,00
Surpuls/Defisit Rp 40.000.000,00
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b) "Rp (40.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp 0,00
Anggaran
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal,
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis
belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat
diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan

e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
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b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pe'8Cseran antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun Scbclumn)'a dan menycbabkan SiLPA akan

dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubaha
Kcpala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan me

n APBDesd ficﬂsan melakukan perubahan Peraturan
mbertahukannya kepada BPD.
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar sctiap orang mengetahui, memerintahkan PeNBundangan Peraturan Desa ini dalam

Lembaran Desa Petung,
Ditetapkan di ; Petung
Pada tanggal : 30 Desember 2022

Kepala Desa,

ar v .
Caswadi

Diundangkan di : Petung
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